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NAMA SOP . ,\%“’L'SDVON Konsekuensi Informasi Publik

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

1. PPID yang memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pegelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Daerah. insE o . .

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. ;enagat Pei\mb.antt.l AgmlplitraSIIFungsmnal yarl‘tu P.rgnata Hur.'?:.skPranata

; ; omputer Arsiparis, Pustakawan yang mermahami dan memiliki kemampuan

* Ei::rineiatggi E:hir:zg;?i 52;7P;er:§:1ang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan pendokumentasian, IT, atau memahami tentang pelayanan informasi publik.
5. Perki No. 1 tahun 2010 tentangStandar Layanan Informasi Publik;
6. Perki No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
7. Perbup No. 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan SOP Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul:
8. Perbup No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Permohonan Informasi Publik

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan
dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa informasi.

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hordcopy



https://v3.camscanner.com/user/download

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur PPID Titr,n Komponen
Utama Pertimbangan atau Persyaratan Waktu Output
dan PPID Pelayanan Perangkat Famoion Y P
Pembantu Informasi Daerah
Berkas permohonan
informasi yang telah
l l . o Berkas diisi lengkap dan
. " permohonan il o
1 Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk Informasi dari 1x24 jam dilampiri
dalam DIP(Daftar Informasi Publik). mohen fotocopy/scan
r‘; : identitas diri
nomas dokumen
pertimbangan)
Pertimbangan
Semua data-data pemohon brduanrioars U
Memberikan pertimbangan atas informasi yang dimaksud 3 Y rasap Dokumen kepada PPID atas
2 bersif hasi L informasi disimpan dalam 1x24 jam pertimbangan status informasi
yang bersifat rahasia. bentuk hardcopy dan softcopy. 9 yang diminta
pemohon informasi.
Jika informasi yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID
memerintahkan kepada perangkat daerah untuk
3 Menyerahkan informasi yang dimaksud. Jika status €
informasi oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan
kepada pemohon.
4 Komponen Perangkat Daerah menyerahkan informasi L Dokumen
dokumen yang dimaksud kepada pemohon. pertimbangan
y A
Memberikan informasi yang
diminta oleh pemohon dengan Info i publik
PPID utama d bantu memberikan informasl ya ATt tande il et el
5 FiD:utama gan psmbantu memberixanimormas..yang penerimaan atau memberikan 7x24 jam o
diminta oleh pemohon. surat penolakan kepada pemohon informasi
pemohon jika status informasi atau surat panclakan.
Dinyatakan rahasia.
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